BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 1= TAHUN 2°2.

TENTANG

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang

Mengingat

p—t

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah
dan profesional, diperlukan sistem kerja antara Jabatan
Pimpinan tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional
dan Jabatan Pelaksana pada Pemerintah Kabupaten Tana
Toraja,;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhaan Birokrasi, sistem
kerja digunakan sebagai instrumen bagi Aparatur Sipil
Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi;

batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Kerja;

Pasal 18 ayat (6) Undag-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
647);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6264},

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525j;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Negeri Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181});

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun
2022 Nomor 4j,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2;

oy

Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tana Toraja.

Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD
dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Daerah.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, dan
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam
suatu satuan atau unit organisasi.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pembinaan
manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang vang selanjutnya disingkat PyB adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses
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pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang
spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk
memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam jabatan pemerintahan atau diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang
membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi.

Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan
mekanisme kerja dan proses bisnis pegawai ASN dengan
memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang
menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan
mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar
unit organisasi yang menghasilkan kinerja dan keluaran yang
bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah.

Pejabat Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada
Pemerintah Daerah.

. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat

dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang
diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat
Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi
tertentu.

Pejabat Penilai Kinerja atasan langsung dengan ketentuan paling
rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi
pendelegasian kewenangan.
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Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat
Fungsional dan Pejabat Pelaksana untuk melaksanakan tugas
tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu
tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau
keterampilan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya
disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini untuk:

oo

mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;

memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi;
mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; dan
mengoptimalkan  pemanfaatan  teknologi informasi dan
komunikasi.

Pasal 3

Sistem Kerja dilaksanakan dengan prinsip:

-0 a0 o p

orientasi pada hasil;
kompetensi;
profesionalisme;
kolaboratif;
transparansi; dan
akuntabel.

BAB II
SISTEM KERJA

Bagian Kesatu

Mekanisme Kerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Mekanisme kerja terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yakni:

a. tahapan perencanaan;
b. tahapan pelaksanaan; dan
c. tahapan evaluasi.
Pasal 5
Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
terdiri atas:
a. penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja dan/atau sasaran

kinerja pegawai paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
perumusan strategi pencapaian target kinerja, serta penugasan
Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di bawah koordinasi
Pejabat Administrator oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat Pengawas oleh Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional
dan/atau Pejabat Pelaksana oleh Pejabat Fungsional yang
diangkat untuk menjadi pimpinan unit kerja mandiri berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat
Pengawas, Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari penentuan
pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja atau individu,
penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana lintas unit serta kebutuhan atas Ketua Tim; dan

penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk
pencapaian target kinerja oleh Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana.

Pasal 6

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
terdiri atas:

a.

b.

(1)

(2)

a.

penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran dan
pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau ketua
tim; dan

penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan Unit
Organisasi.

Pasal 7

Tahapan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
meliputi reviu atas hasil pelaksanaan tugas tim kerja atau
individu oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit
Organisasi.

Pelaksanaan tugas oleh tim kerja atau individu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan selesai setelah Pimpinan Unit
Organisasi menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan
telah sesuai dengan target yang diharapkan.

Pasal 8
Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
kedudukan;
penugasan;

b.
C.
d

pelaksanaan tugas;
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
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(2)

(3)

(2)

(1)

(2)

(1)

pengelolaan kinerja; dan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 9

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat
Pengawas.

Dalam hal Pejabat Fungsional diangkat untuk memimpin suatu
unit kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat
Fungsional dan Pejabat Pelaksana.

Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan struktur
organisasi pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 10

Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dalam peta jabatan.

Penggambaran kedudukan dan bagan penugasan Pejabat
Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada Perangkat Daerah
tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Sistem Kerja.

Paragraf 3
Penugasan
Pasal 11

Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana ditugaskan secara
individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengutamakan
profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian
dan/atau keterampilan.

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan
Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berasal dari dalam
satu Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi, dan/atau lintas
instansi pemerintah.

Pasal 12

Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dilakukan
melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.
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(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meruapakan
penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana
Kegiatan oleh Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit
Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu.

(3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana
atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.

(4) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya
dapat dilakukan di dalam unit organisasi Pejabat Fungsional atau
Pejabat Pelaksana bersangkutan dan lintas unit organisasi dalam
instansi pemerintah,

(S) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi.

(6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti
penugasan tertulis yang berbentuk fisik dan/atau elektronik.

Pasal 13

Mekanisme penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) terdiri atas:

a. penunjukan dalam unit organisasi;

b. penunjukan lintas unit organisasi; dan

¢. penunjukan lintas instansi pemerintah.

Pasal 14

Mekanisme penunjukan dalam unit organisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan langsung oleh Pimpinan
Unit Organisasi.

Pasal 15

Mekanisme penunjukan lintas unit organisasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja mengirimkan surat
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana
kepada Pejabat Penilai Kinerja dituju dimana Pejabat Fungsional
atau Pejabat Pelaksana dimaksud berada dengan tembusan
Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan;

b. terhadap surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
Pejabat Pelaksana kepada Pejabat Penilai Kinerja dituju dimana
Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana dimaksud berada,
memproses dan menjawab permohonan pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana tersebut.

c. Apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional atau
Pejabat Pelaksana dimaksud berada, menyetujui pelibatan Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana, maka berdasarkan
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rekomendasi dari Pimpinan Unit Organisasi, Pejabat Penilai
Kinerja menyusun surat penugasan untuk menugaskan Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang sesuai dengan kriteria
yvang disampaikan pemohon.

Apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional atau
Pejabat Pelaksana dimaksud berada tidak menyetujui pelibatan
Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana, maka Pejabat Penilai
Kinerja tersebut menjawab surat permohonan pelibatan disertai
alasan; dan

Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana menerima surat
penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 16

Mekanisme penunjukan lintas instansi pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf ¢ dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut:

a.

Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja terlebih dahulu
mengirimkan surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional
atau Pejabat Pelaksana kepada PyB dengan tembusan Pejabat
Penilai Kinerja bersangkutan di instansinya;

apabila PyB setuju atas permohonan pelibatan Pejabat Fungsional
atau Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a, PyB
mengirimkan surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional
atau Pejabat Pelaksanatersebut kepada PyB instansi yang dituju;
apabila surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau
Pejabat Pelaksana disetujui oleh PyB instansi yang dituju, PyB
instansi yang dituju menginstruksikan Pejabat Penilai Kinerja
untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana
yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan di
dalam surat permohonan pelibatan;

berdasarkan instruksi PyB, Pejabat Penilai Kinerja dengan
rekomendasi Pimpinan Unit Organisasi dimana Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana berada menjawab ketersediaan
Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang bersesuaian
dengan kriteria yang dibutuhkan di dalam surat permohonan
pelibatan;

. apabila Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana tersedia maka

dilakukan hal sebagai berikut:

1. Pejabat Penilai Kinerja dituju mengirimkan surat jawaban
permohonan pelibatan beserta daftar Pejabat Fungsional atau
Pejabat Pelaksana yang ditugaskan kepada PyB. Apabila PyB
menyetujui, PyB mengirimkan surat jawaban permohonan
kepada PyB pemohon;

2. berdasarkan surat jawaban yang telah disetujui oleh PyB,
maka Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi
yang dituju menugaskan Pejabat Fungsional atau Pejabat
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Pelaksana sesuai daftar Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana yang ditugaskan untuk bekerja sesuai pelibatan
tersebut,

3. berdasarkan surat jawaban permohonan pelibatan maka
Pimpinan Unit Organisasi akan memberikan surat penugasan
dan/atau bukti penugasan secara tertulis untuk kemudian
disampaikan kepada Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana yang ditugaskan dengan tembusan PyB instansi
bersangkutan, dan PyB instansi pemohon;

4, Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana menerima surat
penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.

Pasal 17

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a
dan Pasal 16 huruf a paling sedikit memuat:

a.

b.
c.

d.

maksud dan tujuan permohonan penugasan Pejabat Fungsional
atau Pejabat Pelaksana;

kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;
ekspektasi/target kinerja dari Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana yvang ditugaskan; dan

durasi pelibatan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana.

Pasal 18

Pengajuan sukarela dalam Unit Organisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan dengan mekanisme:

a.

Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana menyampaikan secara
lisan untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan kinerja tertentu
kepada Pimpinan Unit Organisasi;

apabila Pimpinan Unit Organisasi menyetujui, maka Pimpinan
Unit Organisasi menugaskan Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu tersebut;

Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana menerima surat
penugasan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 19

Pengajuan sukarela lintas Unit Organisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan dengan mekanisme:

a. Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana menyampaikan surat

permohonan untuk dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kinerja
kepada pimpinan Unit Organisasi dituju dengan tembusan Pejabat
Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi bersangkutan;

apabila Pimpinan Unit Organisasi dituju menyetujui, maka
Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana menyampaikan surat
permohonan persetujuan yang telah disetujui oleh Pimpinan Unit
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Organisasi vang dituju kepada Pejabat Penilai Kinerja dengan
tembusan Pimpinan Unit Organisasi bersangkutan;

apabila Pimpinan Unit Organisasi dituju menyetujui, maka
kemudian Pejabat Penilai Kinerja menyusun surat penugasan
untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana
untuk melaksanakan kinerja yang berada di Pimpinan Unit
Organisasi dituju;

Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana menerima surat
penugasan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Paragraf 4

Pelaksanaan Tugas

Pasal 20

Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pejabat

Pelaksana dalam unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2) dilakukan secara individu ataupun dalam tim

kerja.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan secara individu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana melaksanakan
tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan jabatan fungsional
masing-masing atau uraian jabatan pelaksana yang
diselaraskan dengan tugas, fungsi, dan kinerja unit organisasi;

b. Tugas dan fungsi jabatan fungsional dan uraian tugas jabatan
pelaksana yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau
Pejabat Pelaksana merupakan penjabaran atau turunan dari
tugas, fungsi dan kinerja unit organisasi;

c. Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana memperhatikan:

1. arahan dan strategi kinerja Unit Organisasi;

2. target pencapaian kinerja Unit Organisasi; dan

3. keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian Kkinerja
Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana lain dalam unit
organisasi.

Pelaksanaan tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} dilakukan dengan ketentuan:

a. pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana
dalam tim kerja dilakukan untuk melaksanakan tugas yang
memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional
dan/atau Pejabat Pelaksana dalam Unit Organisasi;

b. tim kerja melaksanakan tugas Unit Organisasi sesuai arahan
dan strategi Pimpinan Unit Organisasi;

c. jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan
tugas dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan
permasalahan dan kendala beserta alternatif rekomendasi
kepada Pimpinan Unit Organisasi untuk diputuskan dan/atau
ditindaklanjuti;
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d. Pimpinan Unit Organisasi memantau dan mengevaluasi secara

berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja sebagai
bahan input pengambilan keputusan dan pemberian arahan
pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja;

bilamana diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, tim
kerja berkoordinasi dengan pejabat lain atau tim kerja lain;
dan

koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap

perencanaan, pelaksanaan, pamantauan dan evaluasi tugas
dan kegiatan tim kerja.

Pasal 21

(1) Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana lintas unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) dilakukan dalam tim kerja.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan dalam tim kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

(2)

(1)

a.

dilakukan untuk pelaksanaan tugas yang memerlukan
keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau
Pejabat Pelaksana lintas unit organisasi;

dilakukan sesuai arahan dan strategi pimpinan unit organisasi
pemilik kinerja;

jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan
tugas dan kegiatan, tim Kkerja dapat menyampaikan
permasalahan dan kendala beserta alternatif rekomendasi
kepada Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja untuk
diputuskan dan/atau ditindaklanjuti,

dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit
Organisasi dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala
dimaksud, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan
kendala beserta alternatif rekomendasi kepada masing-masing
Pimpinan Unit Organisasi dimana Pejabat Fungsional dan
Pejabat Pelaksana dimaksud berada untuk ditindaklanjuti
sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Organisasi masing-
masing;

bilamana diperlukan, tim kerja dapat melaksanakan tugasnya
berkoordinasi dengan pejabat lain atau tim kerja lain; dan
koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e pada tahap
perencanaan, pelaksanaan, pamantauvan dan evaluasi tugas
dan kegiatan tim kerja.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana lintas instansi pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan tim kerja.
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Pelaksanaan tugas yang dilakukan dalam tim kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. dilakukan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan
keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/atau
Pejabat Pelaksana lintas inastansi pemerintah;

b. tim kerja lintas instansi pemerintah dapat dibentuk untuk
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai target kinerja
Unit Organisai pemilik kinerja pada instansi pemerintah
pelaksana fungsi atau untuk mendukung program strategis
lintas instansi pemerintah

c. dilakukan sesuai arahan dan strategi Pimpinan Unit
Organisasi pemilik kinerja pada instansi pemerintah pelaksana
fungsi atau arahan pimpinan instansi pemerintah pelaksana
fungsi;

d. jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan
tugas dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan
permasalahan dan kendala beserta alternatif rekomendasi
pada instansi pemerintah pelaksana fungsi untuk diputuskan
dan/atau ditindaklanjuti;

e. dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit
Organisasi atau lintas instasi pemerintah  dalam
menyelesaikan permasalahan dan kendala dimaksud, tim
kerja dapat menayampaikan permasalahan dan kendala
beserta alternatif rekomendasi kepada masing-masing
Pimpinan Unit Organisasi atau pimpinan instansi pemerintah
dimana Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dimaksud
berada untuk ditindaklajuti sesuai dengan tugas dan fungsi
Unit Organisasi atau instansi pemerintah masing-masing;

f. bilamana diperlukan, tim kerja dalam melaksanakan tugasnya
berkoordinasi dengan pejabat lain atau tim kerja lain; dan

g. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan
pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi tugas dan kegiatan tim kerja.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan tugas tim kerja, Pimpinan Unit Organisasi
dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional atau Pejabat
Pelaksana sebagai ketua tim kerja berdasarkan keahlian dan/atau
keterampilan;

Dalam tim Kerja yang anggotanyaberasal dari lintas Unit
Organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat
Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang berperan sebagai ketua
tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja;
Jumlah tim kerja dan jumlah Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana dalam tim kerja sesuai kebutuhan pencapaian kinerja.
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Paragraf 5
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas
Pasal 24

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau
Pejabat Pelaksana terdiri atas pertanggungjawaban secara
individu dan/atau pertanggungjawaban dalam tim kenja.
Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau
Pejabat Pelaksana secara individu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat {1} dilaporkan secara langsung kepada Pimpinan
Unit Organisasi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau

Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (1) meliputi:

a. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berperan
sebagai anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada
ketua tim.

b. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang berperan
sebagai ketua tim kemudian melaporkan pelaksanaan tugas
tim kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi.

Pimpinan Unit Organisasi sewaktu-waktu berwenang untuk

meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

Paragraf 6
Pengelolaan Kinerja
Pasal 25

Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana
baik yang bekerja secara individu maupun dalam tim kerja terdiri
atas:

a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klasifikasi
ekspektasi;

b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang
meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik
berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai;

c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai, dan

d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pejabat

Pelaksana.
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Paragraf 7
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 26

Setiap Perangkat Daerah mengutamakan layanan administrasi
pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi
SPBE yang terintegrasi dalam mendukung sistem kerja Perangkat
Daerah.

Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
aplikasi umum berbagi pakai.

Pasal 27

Pimpinan Perangkat Daerah memastikan setiap Unit Organisasi
menggunakan aplikasi umum berbagi pakai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam mendukung sistem kerja dikoordinasikan oleh tim
koordinasi SPBE Perangkat Daerah.

Paragraf 8

Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan

Pejabat Pelaksana pada Perangkat Daerah
Pasal 28

Bagan Penugasan dan Mekanisme kerja Pejabat Fungsional dan
Pejabat Pelaksana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Format naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai
dengan Pasal 19 dan Pasal 24 tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pejabat Penilai Kinerja, Pimpinan Unit Organisasi, Ketua

Tim, dan Anggota Tim
Paragraf 1
Tanggung Jawab Pejabat Penilai Kinerja
Pasal 30

Tanggung jawab Pejabat Penilai Kinerja dalam pelaksanaan tugas tim
kerja atau individu meliputi:

a.

b.

menyusun dan menetapkan peta jalan (roadmap) dan rencana
kerja organisasi;

memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sejalan
dengan strategi dan tujuan organisasi,
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c. memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola dan
sumber daya optimal;

d. memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif; dan

e. memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan
fungsi antar Unit Organisasi.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Pimpinan Unit Organisasi
Pasal 31
Tanggung jawab Pimpinan Unit Organisasi dalam pelaksanaan tugas
tim kerja atau individu meliputi:
a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;
b. menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan
kegiatan,;
c. memberikanarahan terpadu, input dan umpan balik atas
pelaksanaan kegiatan;
d. memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar
tim dan individu; dan
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim dan
individu.
Paragraf 3
Tanggung Jawab Ketua Tim

Pasal 32

Tanggung jawab Ketua Tim dalam pelaksanaan tugas tim kerja atau

individu meliputi:

a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;

b. membagi peran anggota tim sesuai kompetensi, keahlian,
dan/atau keterampilan,

c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan,
memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;

e. melaporkan hasil kinerja anggota timmnya kepada Pejabat Penilai
Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai
bahan pertimbangan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan
Pejabat Pelaksana;dan

f. melaksanakan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar
anggota tim.

Paragraf 4
Tanggung Jawab Anggota Tim
Pasal 33

Tanggung jawab anggota tim dalam pelaksanaan tugas tim kerja atau
individu meliputi:

a. menyusun rencana kerja individu;

b. melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan
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c. melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim.

Bagian Ketiga
Proses Bisnis
Pasal 34

(1) Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi Perangkat
Daerah yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan
efisien antar Unit Organisasi.

(2) Untuk pelaksanaan Sistem Kerja, Perangkat Daerah melakukan
perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis.

(3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis melalui reviu dan
evaluasi dapat dilakukan dengan penyesuaian standar
operasional prosedur.

(4) Tata cara penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB Il
TRANSFORMASI MANAJEMEN

Pasal 35

(1) Penyesuaian sistem kerja sebagai tahapan untuk mendukung
optimalisasi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, merupakan
bentuk dari pelaksanaan transformasi manajemen.

(2) Penerapan penyesuaian sistem kerja perlu dikawal, dikendalikan,
dan didukung oleh Tim Transformasi Manajemen.

Pasal 36

Peran Tim Transformasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35, meliputi:
a. dukungan pembinaan strategi organisasi; dan

b. dukungan pembinaan sinergitas organisasi.
Pasal 37

(1) Dukungan pembinaan strategi organisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 huruf a, dengan tahapan:

a. pengoordinasian pencapaian rencana strategis,;

b. penjaminan efektivitas reformasi birokrasi dilingkungan
pemerintah daerah; dan

c. fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi
dilingkungan pemerintah daerah.

(2) Dukungan pembinaan sinergitas organisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dengan tahapan:
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a. Penguatan kalaborasi dan sinergitas organisasi antar unit
organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah daerah; dan

b. Penyelarasan rencana strategis dan rencana kerja perangkat
daerah lingkup pemerintah daerah.

Pasal 38

Tim  Transformasi Manajemen  dilaksanakan oleh  unsur

k

a.

b
c.
d

esekretariatan yang terdiri dari pejabat:
Pejabat yang Berwenang;

Pejabat level tertinggi;

Pejabat Penilai Kinerja; dan

Pimpinan Unit yang Bertanggungjawab atas perencanaan kinerja
dan anggaran.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

$AERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN NOMOR 2727
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LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR TAHUN

TENTANG

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANA
TORAJA

BAGAN PENUGASAN DAN MEKANISME KERJA PEJABAT FUNGSIONAL DAN
PEJABAT PELAKSANA

A. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja
1. Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja

a. Bagan Penugasan
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2. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja
a. Bagan Penugasan
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b. Mekanisme Kerja
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3. Kepala Bagian Sebagai Pejabat Penilai Kinerja
a. Bagan Penugasan

KEPALA BAGIAN

KELOMPOK JF DAN
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b. Mekanisme Kerja
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B. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja.

1. Sekretaris DPRD Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

a. Bagan Penugasan

SEKRETARIS
DPRD

KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

b. Mekanisme Kerja
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2. Kepala Bagian Sebagai Pejabat Penilai Kinerja
a. Bagan Penugasan
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b. Mekanisme Kerja
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C. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja.

1. Bagan Penugasan

a. Inspektur Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

INSPEKTUR

! IRBAN I q SEKRETARIS |

KELOMPOK JF DAN

PELAKSANA

b. Sekretaris/Inspektur Pembantu Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

INSPEKTUR

IRBAN SEKRETARIS

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA
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2. Mekanisme Kerja:
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D. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Dinas Kabupaten Tana Toraja

1. Bagan Penugasan

a. Kepala Dinas Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG

KELOMPOK JF DAN

PELAKSANA
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b. Sekretaris/Kepala Bidang Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KEPALA BIDANG

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

-

KELOMPOK JF

DAN PELAKSANA

2. Mekanisme Kerja

MEKANISME KERJA PADA DINAS DAERAH

KA_DINAS
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KETUA TIM

JF & PELAKSANA
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E. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat

Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Tana Toraja.

1. Bagan Penugasan

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

KASATPOL PP

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG

KELOMPOK JF
DAN
PELAKSANA

b. Sekretaris/Kepala Bidang Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

KASATPOL PP

SEKRETARIS KEPALA BIDANG

KELOMPOK JF KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA DAN PELAKSANA




2. Mekanisme Kerja
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_MEKANISME KERJA PADA SATPOL PP, PEMDAM KEBAKARAN & PENYELAMATAN
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F. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Badan Kabupaten Tana Toraja.

1. Bagan Penugasan

a. Kepala Badan/Kepala Pelaksana Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

KEPALA BADAN

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA

KEPALA PELAKSANA PADA BPBD

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA
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b. Sekretaris/Kepala Bidang Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

KEPALA BADAN

SEKRETARIS KEPALA BIDANG

KELOMPOK JF KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA DAN PELAKSANA

KEPALA PELAKSANA PADA BPBD

SEKRETARIS KEPALA BIDANG

KELOMPOK JF KELOMPOX JF
DAN PELAKSANA DAN PELAKSANA
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2. Mekanisme Kerja

' MEKANISME KERIA PADA BADAN
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G. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada RSUD Kabupaten Tana Toraja.

1. Bagan Penugasan
a. Direktur RSUD Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

DIREKTUR RSUD

KEPALA
SUBBAGIAN
RSUD

KEPALA SEKS!
RSUD

KELOMPOK JF
DAN
PELAKSANA

b. Kepala Seksi/Kepala Subbagian Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

DIRUT RSUD

KEPALA
SUBBAGIAN RSUD

KEPALA SEKSI
RSUD

&

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

o




2. Mekanisme Kerja
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MEKANISME KERIA PADA RSUD
Phase
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H. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Kecamatan Kabupaten Tana Toraja.

1. Bagan Penugasan
a. Camat Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

CAMAT

KEPALA
SUBBAGIAN

KEPALA SEKSI

KELOMPOK JF
DAN
PELAKSANA

b. Sekretaris Camat Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

SEKCAM

KEPALA
SUBBAGIAN

KEPALA SEKSI

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA

KELOMPOK JF
DAN PELAKSANA
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2. Mekanisme Kerja

MEKANISME KERJA PADA KECAMATAN
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Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Kelurahan Kabupaten Tana Toraja.

1. Bagan Penugasan Lurah Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

LURAH

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA
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2. Mekanisme Kerja

MEKANISME KERIA PADA KELURAHAN
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J. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Sekolah Kabupaten Tana Toraja.

Kepala Sekolah Sebagai Pejabat Penilai Kinerja
a. Bagan Penugasan

KEPALA SEKOLAH

KELOMPOK JF DAN
PELAKSANA
b. Mekanisme Kerja
 MEKANISME KERJA PADA SEKOLAH ) ]
T : Phasze
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K. Bagan Penugasan dan Mekanisme Kerja Pejabat Fungsional dan Pejabat
Pelaksana pada Sekolah Kabupaten Tana Toraja.

Kepala Puskesmas Sebagai Pejabat Penilai Kinerja

a. Bagan Penugasan

KEPALA
PUSKESMAS

M e an m e

KELOMPOK JF DAN |

PELAKSANA |
L i
b. Mekanisme Kerja
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR TAHUN

TENTANG

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA
TORAJA

FORMAT NASKAH DINAS

A. Penugasan Secara Individu

KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS
Nomor;

Dasar : XxXoooxxx
Kepada

MENUGASKAN:

Nama D XAXRXKXXX
NIP T XXXXXXXXX
Pangkat : Xoooooooo
Jabatan : Xxoooooxx

Untuk :

1.

2.

Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Tugas
untuk melakukan tugas sebagai xoooooooaxxx Tahun Anggaran xooxx.
Surat Tugas ini berlaku pada tanggal xx Xxoooooox xxxx hingga xx
Xxxxoooox  xxxx, dan hasil pelaksanaannya dilaporkan pada
kesempatan pertama.

Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan Surat Tugas ini,
dibebankan pada DPA Xxooooooooxx Kabupaten Tana Toraja Tahun
Anggaran xxxx.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makale
Pada tanggal xx X000t oxx

1, 9.9.0.9.6.9.0.¢. 6.8

Pangkat Xxoooooooxx
NIP XsocooooxXssxxx
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JADWAL SUB EEGIATAN XXXXXXXXXXXXXXXX

'JAR | FEB MAR APR MEI JUN

BERDASARKAN PETA PROSES BISNIS

TAHUN xxxx

JADWAL PELAKSANAAN

JULL

SEP  OKT NOV
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B. Penugasan Antar Subbagian/ Subbidang/Seksi
Internal Sekretariat/Bagian/Bidang

KOP NASKAH DINAS
NOTA DINAS

Kepada  Yth, Xsoooooooooo
Dari D6 s s/e/s's 000000
Tanggal
Nomoor
Lampiran : -
Sifat T -
Hal : Permintaan Anggota Tim Xsoooooox Tahun xxxx

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan Xxooooox
tahun xxxx dengan ini kami mengajukan permintaan persetujuan atas nama:

Nama 0,6°0:9.0.9°0.0:0.9.9.0.4
Pangkat ,6.0.9.0.0.0.0.0.00.6.4
NIP 1,6.476.9.0.9.9.9.9.9.9.4

Jabatan  XXHKXKXXKKKEK
sebagai anggota Tim Xsxooooxxxxxxx Tahun Anggaran xxxx.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuan Saudara

diucapkan terima kasih.
Pi6.0.9.0.9.0.0.0.0.0.0.8

Pangkat Xxooooooxx
NIP Xsooooomsxxx
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KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS

Nomor:
Dasar : Xocooooooxx

MENUGASKAN:
Kepada

(Nama, NIP, Pangkat,Golongan Ruang dan Jabatan terlampir)

Untuk

1. Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Tugas
untuk melakukan tugas sebagai tim Xzxxxxxxxxxx Tahun Anggaran
XXXX.

2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal xx Xxxooxxxxx xxxx hingga xx
Xxoooooxxx xxxx, dan  hasil  pelaksanaannya dilaporkan pada
kesempatan pertama.

3. Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan Surat Tugas ini,
dibebankan pada DPA Xxooooxxxxxx Kabupaten Tana Toraja Tahun
Anggaran Xxxx.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
Dikeluarkan di Makale

Pada tanggal xx Xxxx xoox

$.9.9.9.0.4.0.0.0 0.4

Pangkat Xsoomooomsx
NIP Xsoooooooooor
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Lampiran

Surat Tugas Kepala Xxoooooxsxxx
Nomor

Tanggal

DAFTAR PENUGASAN TIM XXXXXXXXXXX TAHUN ANGGARAN XXXX

NO | JABATAN | = NAMA = TUGAS |
 omewrs
| 1. | PENGAWAS | XXxXooookx 8. XXXXRXXXKKK '
XXAXXKXXXKK [ D6 0.0 0.0.9.0.0.0.0.4 |
| NIP Xooooooomxx C. XICOOOOXKXX ’

i Kepala Xxooooooxxx :d. XaoorooookX

: e, XIXOOOmRKKK
— — 1 — _1___ S I

2. KETUA pblevie 00007904 la. X3o0ooooosx

| NIP Xaooooaoooox ¢. XXOOoomxXxx

Kepala X3ooooooxxx d. Xe00oooooox

- |e. XoOOmxXXX
| 1 B i S B |

3. | ANGGOTA a. XXXXXXXXXXX la, Xaooroooxxx

B 600 0.9.9.0.9.90.¢ b. XxOOooxxx

NIP XXXrXXXXXXX €. XXXXXXXXXXX

! | Kepala X3000000Kxx |d. Xaoooooomsx
: | :e AITOOCKXXX |
b. Xoooooooox | |

P,6.9.0.9.070.0.9.9.0.4
| NIP Xooooooxxxx

| S - - —— e — e ——————— e — e ——— — e — ———

XXXXXXXXXX,

Pangkat Xxooooooxx
NIP Xxxtx0ooomxxx
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JADWAL SUB KEGIATAN XXXXXXXXXXXXXXXX
BERDASARKAN PETA PROSES BISNIS
TAHUN xooxx

JADWAL PELAKSANAAN

JAN FEB MAR APR MEI | JUN JULL AGS | SEP OKT NOV | DES
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C. Penugasan Antar Bidang/Bagian Internal Perangkat Daerah/Unit Kerja

KOP NASKAH DINAS
NOTA DINAS

Kepada © Yth, Xaxxxxsxx
Dari s X EOOOOOOOOX
Tanggal
Nomoor
Lampiran : -
Sifat :o-
Hal - Permintaan Anggota Tim Xxoooooox Tahun xxxx

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Sub Kegiatan Xxxxoomxx
tahun xxox dengan ini kami mengajukan permintaan persetujuan atas nama:

Nama .6 00000000004
Pangkat @ XXXXoooooooK
NIP 1D,6.9.9.9.0.9.9.9.0.0.9.4
Jabatan . b0 0s0 0090004

sebagai anggota Tim XXXXXXOoKXXXXX Tahun Anggaran XxXXx.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuan Saudara
diucapkan terima kasih.

Pangkat Xxoooxxxxx
NIP X5sooooisxxx
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KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS

Nomor:
Dasar : Xzooooxxxx

MENUGASKAN:
Kepada

{Nama, NIP, Pangkat,Golongan Ruang dan Jabatan terlampir)

Untuk

1. Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Tugas
untuk melakukan tugas sebagai tim Xxooomexxxx.

2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal xx Xxxooooox xxxx hingga xx
Xxxxxxxxxx xxxx, dan hasil pelaksanaannya dilaporkan pada
kesempatan pertama.

3. Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan Surat Tugas ini,
dibebankan pada DPA Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tana Toraja Tahun
Anggaran xxxx.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
Dikeluarkan di Makale

Pada tanggal xx Xxxx xxxx

XXXXXXXXXX,

Pangkat Xxxxxxxxxx
NIP Xxooooosxxx
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Lampiran

Surat Tugas Kepala Xsooooooooook
Nomor

Tanggal

DAFTAR PENUGASAN TIM XXXXXXXXXXX TAHUN ANGGARAN XXXX

NIP Xxoooooooooik

| NO | JABATAN NAMA TUGAS
' | DALAM TIM |
l—hPENdA\m]Xmmx a XXOO0OKKK
. | XXoX000ooKx b, XXoOOoOmXxX
I | NIP Xaomsooeksxx C. XXXXXXXXXXX
| Kepala Xaxoooooomsxx d. XroOoOoOoXXxXX
: | |e. XXKXXXXXXKXX
| g . .
2. |KETUA | Xwoooomooox g e—
XXXXXXIOKXX b, XXXOO0OOKKXX
i NIP XXXrxxxXoaeXxx €. XXXXXXXKKKX
' Kepala Xxxxaooomxx d. XXXOODXEXXXX
; e, XxXoooomaeaek
3. 'l-TNGGOﬁ ‘A, XEXEXKKKEXX a. XXoooooosx
: p6s 0 v 0000004 b. XoOOomxxxxx
I NIP Xooooooooxx C.  XICOOOODKXXX
Kepala X3 xxxxx d. XEooOoooooxx
; e, XOODTXHXXXX
% b, XXKXREHKEXX
| XXODOXXXXXXX
i i NIP Xxoooooosxx |
i ' Kepala XxoOXXxXXxX |
| NIP Xsoomxsxxxxx :
! Kepala XXOOXXXXXXX |
! I
1 9.6.0.6.0.0.0.0.0.8
OO RXX
Pangkat Xxooooxxxx

-l

S
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JADWAL SUB KEGIATAN XXX XXX XXXXXX
BERDASARKAN PETA PROSES BISNIS
TAHUN xxxx

1 ! @1
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D. Penugasan Lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja

Nomor
Sifat

Hal

Lampiran :

KOP NASKAH DINAS
DD mmmm YYYY

Kepada
Yth., Xxoooooxosxx
- Di
- Makale
Permintaan Anggota Tim
Pelaksana Sub Kegiatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Xsooooxx
pada Xxwoooooxxx Tahun Anggaran xxxx, dengan ini kami
mengajukan permohonan izin atas nama:

Nama D 60.0:0.9.0.9.0.0.0.4
Pangkat : Xxxxxoooooxx
NIP . $.9:9.9.9.0.9.0..9.4

Jabatan : XCOoXXXXXX

untuk ditugaskan menjadi anggota tim pelaksana sub kegiatan
tersebut di atas selama tahun anggaran xxxx.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaannya
diucapkan terima kasih.

KXXXKXXXXX,

Pangkat Xxxsooooox
NIP Xcooooomxxxx



Nomor
Sifat

Lampiran :

Hal

-51-
KOP NASKAH DINAS
DD mmmm YYYY

Kepada
Yth. XxooooxXxx
- Di
- Makale
Permintaan Anggota Tim
Pelaksana Kegiatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Xxxxooox
pada Xxooxooox Tahun Anggaran xxxx, dengan ini kami
mengajukan permohonan izin atas Pegawai Negeri Sipil sebanyak
2 (dua) orang (daftar terlampir) untuk ditugaskan menjadi
anggota tim pelaksana sub kegiatan tersebut di atas selama
tahun anggaran xXxxx.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaannya
diucapkan terima kasih.

Pangkat XxrooxxXx
NIP X3ooooaX XXX
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Lampiran surat Kepala Xxxxxxx Kabupaten Tana Toraja
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIAJUKAN IZINNYA
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM PELAKSANA
SUB KEGIATAN XXXXXXXXXXXXX

TAHUN ANGGARAN XXXX
NO | NAMA . oaBATAN | ENUGASAT DALAM
I .- e ——
| 1. X30ooooomok | Xooooooomx | Anggota Tim |
' | X XXX RRK 5 '
NIP Xxxoooooxx
| . | N ! S
2. | XXXXXXXXKX | XXKXXKHXKKX | Anggota Tim
| NIP Xxxxxxxxxx - |
1.9.9.9.0.0.9.0.0.0. 8
|
XXXXXXXXX
Pangkat Xxoooooooo

NIP X:0oooxXxxxxx



Nomor
Sifat

Hal

Lampiran :
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KOP NASKAH DINAS

DD mmmm YYYY

Kepada
Yth, Xxxxsoooox
- Di
- Makale
Permintaan Anggota Tim
Pelaksana Kegiatan.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: xooxxx,
Tanggal DD mmmmmm YYYY, Hal Permintaan Anggota Tim
Pelaksana Kegiaran, dengan ini kami sampaikan kepada saudara
bahwa pegawai atas nama:

Nama D 6.9.0.0.:0.9.0.9.6.9.4
Pangkat : Xxoooooooomx
NIP : X oooooooook

Jabatan : XXoOooooxXxxXX

belum dapat menjadi anggota tim pelaksana sub kegiatan
tersebut di atas setelah memperhatikan beban kerjanya pada
Xsooooooax yang telah mencapai jumlah maksimal.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

Pangkat Xsoooooooo
NIP Xoxxxsooooxx
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KOP NASKAH DINAS
SURAT TUGAS
Nomor:
Dasar : 1. Peraturan Bupati Tana Toraa Nomor xx Tahun 2024 tentang
Sistemn Kerja.

2. Surat Kepala Xxooox Kabupaten Tana Toraja Nomor ...,
Tanggal...., Hal Permintaan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
dengan ini

MENUGASKAN:
Kepada
Nama D 6.9.9.9.9.0.0.9.4
NIP T XXXXXXXXX

Pangkat : Xsocooooox

dJ

abatan : Xzxoooomxx

Untuk :

1.

Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Tugas
untuk menjadi anggota tim pelaksana xooooxosxsxxxx Tahun Anggaran
), 9.9.9.9.4

. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal xx Xxxoooooxkx xxxx hingga xx

Xxooooooxex: xxxx, dan hasil pelaksanaannya dilaporkan setiap bulan.
Selama menjalankan tugas dimaksud, yang bersangkutan tetap harus
memenuhi target kinerjanya pada Xsxooxxxx Kabupaten Tana Toraja

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makale
Pada tanggal xox Xxxx oo

XXXXXXXXXX,

Pangkat Xxxaooooxxx
NIP Xsoooomsoooook
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KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS
Nomor:

Dasar : 1. Peraturan Bupati Tana Toraa Nomor xx Tahun 2024 tentang
Sistemn Kerja.
3. Surat Kepala Xxoox Kabupaten Tana Toraja Nomor ...,
Tanggal...., Hal Permintaan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan
dengan ini

MENUGASKAN:
Kepada
(daftar nama pegawai terlampir)

Untuk :

1. Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Tugas
untuk menjadi anggota tim pelaksana xxxxxoooooooxx pada XXXXXXKXXX
Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran xxxxx.

2. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal xx Xxxxxxxxxx xxxx hingga xx
Xxoooooxx xxxx, dan hasil pelaksanaannya dilaporkan setiap bulan.

3. Selama menjalankan tugas dimaksud, yang bersangkutan tetap harus
memenubhi target kinerjanya pada Xxxxxxxx Kabupaten Tana Toraja

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makale
Pada tanggal xx Xxxx xxxx

AXXXXXXXXX,

Pangkat Xsoooomoxoox
NIP X300y xX®xxx
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Lampiran surat Kepala Xxxocoxx Kabupaten Tana Toraja
Nomor

Tanggal :

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM PELAKSANA
XXXXXXXXXXXXX TAHUN ANGGARAN XXXX

NO | NAMA | JABATAN SENOGRCIAS DAt
1 XXOHXEXKK | XRHKHKKKKK | Anggota Tim
NIP Xxosxxxxx ;
| B — _1 ..... — I E— — 1
2 XXXXIOOOKX,. | XXKHXHRXXX Anggota Tim
ID.6's.0 0000004 |
; NIP Xxoooxxxx |
), $.6.6.0.6.9.0.9.0.8
XXXXXXRAX
Pangkat XxxoxxxxXx

NIP XxxxXXXXXXXXX



Menimbang :

Mengingngat :
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KOP NASKAH DINAS

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR XXXXXXXXXXX

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM XXXXXXXXX
TAHUN ANGGARAN xxxx

BUPATI TANA TORAJA

a. XXXXXXXXXXXX;
b. Xooomxxxxxx;
€. XXXXXXXXXXXX;

| D64 410.9.9.4.9.9.9.9.4
2. X EOOOOOOENKX;
3. XEoOoooOooRxx;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Membentuk Tim Xmoooooooox dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
adalah sebagai berikut:

Pengarah b XXX

p6.s s 0.:0.0.9.9.9.0.9
. XoOOOUOXX,

Penanggung Jawab

o »

Ketua KIODOKRX XXX ;
b s s ssesesed
K OOOOUOOXX,

XOOOOTOoDO,

LS N =

Anggota

mo a0 o

XOOOOOX XXX

hbsesss o000
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KEEMPAT XIOOOOOKKXX;

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal xx Xxxx xxox

a.n BUPATI TANA TORAJA,
SEKRETARIS DAERAH,

Pangkat Xxxxxxxxxxx
NIP Xsoooomxxxx

Tembusan :

1. Bupati Tana Toraja (sebagai laporan) di Makale;

2. Wakil Bupati Tana Toraja (sebagai laporan) di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;

4, Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR XXXX

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM XXXXXXXXX

SUSUNAN TIM XXXXXXXXXXXX TAHUN ANGGARAN xxxx

. Pengarah HED6 0.6.9.9.9.0.0.0.9.9.0.0.4

. Penanggung Jawab : a. Xsooooooooomxx

. Ketua D6 64 6/0.5'9.5.9.0.9.9.9.1

. Anggota D6 0/0.00.00000000
2, X5o000omK KX XX
KID.6/0:000.0.0.0.0.0.0.9.9.4
LI $0.0.0.9.9.0.9.0.0.9.0.0.1
SHD6.00.00900.0.0.0.090.9
6. XXXXRXXXXKXHKKK
7 . X3RO

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal xx Xxxx xoox

a.n BUPATI TANA TORAJA,
SEKRETARIS DAERAH,

Pangkat Xsoooooooox
NIP Xsocooooooooxx
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JADWAL SUB KEGIATAN XXXXXXXXXXXXXXXX
BERDASARKAN PETA PROSES BISNIS

TAHUN xxxx
| JADWAL PELAKSANAAN
NO | AKTIVITAS | . e — .
| JAN FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JULL | AGS | S8EP | OKT NOV  DES
il XXXo0oooox. !
;52 XXXXXXKKXKX .
3 XXXXARRXXKEX
4 XXXXKXXXKXX |
5 Xxxxxxxxxxx i
I " l
6 | XxXIXXXXEXX
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E. Penugasan Lintas Pemerintah Daerah/Kementerian/Instansi Vertikal

KOP NASKAH DINAS

DD mmmm YYYY

Kepada
Nomor : Yth. Xsooooooox
Sifat :o- Di
Lampiran : - Makale

Hal : Permintaan Anggota Tim
Pelaksana Kegiatan.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan evaluasi xox
xoooxx Kabupaten Tana Toraja Tahun xoox yang akan
dilaksanakan pada tahun oo, kami mengajukan permohonan
persetujuan pegawai:

Nama. D, $.0.0.0.0.9.0.9.9.9.4
Pangkat : Xooooooxxx
NIP D 6. ¢0.0.0:9:0.0.9.9.9 4

Jabatan  XOooOOXXXXXX

Untuk ditugaskan menjadi evaluator pada kegiatan dimaksud
yang rencana pelaksanaannya pada Bulan xxxx Tahun xxxx
(timeline terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

a.n. BUPATI TANA TORAJA
SEKRETARIS DAERAH,

Pangkat Xxxxooooox
NIP XsoooooooiXx

Tembusan:
Bupati Tana Toraja.
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JADWAL SUB KEGIATAN XXXXXXXXXXXXXXXX
BERDASARKAN PETA PROSES BISNIS

| AKTIVITAS ——

' JAN | FEB MAR APRIumeUN JULL | AGS SEP | OKT A NOV DES |

- ¥ I

bbosseseeeed !IIEI
l |
|




Menimbang :

Mengingngat :
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KOP NASKAH DINAS

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM X3XOOXXXXX
TAHUN ANGGARAN xoxx

BUPATI TANA TORAJA

a. XXXXXKXKXKKXK;
b. Xsoooooooomx;

C. AXXXXXXXXXXX;

1. Xsoooooosxxx;
PR 6 0'00.9.0.9.0.0.9.0.6
3. Xxox=oooooox

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Membentuk Tim Xxoooooooox dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
adalah sebagai berikut:

Pengarah . XXXXXXXXXXXK

Penanggung Jawab a. XXXXXXXKXXXK;
b. Xaooooommxx;

Ketua LRG0 0. 0.0.0.0.9.9.0. 0
b. Xaeoooomex;
C. XXXXXXXXXXX;
d. X xxxXxxx;
€. XXXXXXXXXXX;

Anggota a. XXXXXAXXXXX;
b. XXXXxXXxXXKX;
(D 6.0:0.0.0.0.5.9.9.9.9
d. Xaooooooomsx;
.6 0.4.0.0.0.9.0.9..9

XIOOO00OXKXX,

)16.0.9.9.0.0.5.0.9.9.4



KEEMPAT XXXXXKXXXXX;

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal xx Xxxx xoxx

a.n BUPATI TANA TORAJA,
SEKRETARIS DAERAH,

Pangkat Xxooooomxxx
NIP Xxxxoxxxxxxx

Tembusan :

1.

2.
3.
4

Bupati Tana Toraja (sebagai laporan) di Makale;
Wakil Bupati Tana Toraja (sebagai laporan) di Makale;
Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.



-y

.65 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR XXXX

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM XXXXXXXXX

SUSUNAN TIM XXXXXXXXXXXX TAHUN ANGGARAN xxxx

. Pengarah DA, XIXOoODKXXKKXX
b. XXX
. Penanggung Jawab : a. Xsooooooooosxx

b. Xsoooooooooxx
. Ketua D 6.9:9.4.4/0.0.0.9.9.9.¢.¢.4

. Anggota D1 XXX XX XXRX
2 . XXX XXKXXX
3. XXXXXXXXXXXKXX
4. XXXXXXRKXARXKK
9. XXXXXXXXXXXXXX
6 . XoooOXXxXxx

a.n BUPATI TANA TORAJA,
SEKRETARIS DAERAH,

Pangkat Xxxxxxxxxxx
NIP Xxoooooxoxxsxx



JADWAL SUB KEGIATAN XXXXXXXXXXXXXXXX
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BERDASARKAN PETA PROSES BISNIS

TAHUN xxxx
| - JADWAL PELAKSANAAN | N
‘no'mm'ms— — , | i , — |
| JAN | FEB MAR  APR | MEI | JUN | JULL Aes|snr|om|nov|nns
| ) | | | — | |
1| Xooooooooox | | | .
| [ _ _ |
| ! I; | | | | | |
|2 | XXOIXXXXEXX | | . | ! |
|__|.__ N I ,l__.__E_ e m— 1_ ——
2 | x | , | |
3 | | | S —_—
|8 || —+ L 1l
A 1
iS |xm ! |
I A -
!6 |Xxxxmm ‘ T
I E—
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F. Pengajuan Sukarela Internal Sekretariat/Bagian/Bidang dan Antar
Bidang/Bagian

KOP NASKAH DINAS
NOTA DINAS

Kepada : Yth. Xsooooooox
Dari D6 0.0.0.0.0.439.9.94
Tanggal
Nomor :
Lampiran :o-
Sifat -
Hal - Pengajuan Menjadi Anggota Tim XxxoooooooX Tahun Xxxx

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Xxxxx pada kegiatan xxxx
yang bersesuaian dengan kegiatan xxxx, dengan ini kami mengajukan
permintaan untuk menjadi anggota pada Tim Xxoooooax Tahun Anggaran
xooox. Adapun pencapaian target pada Sub Kegiatan Xxxxooox Tahun xxxx
tetap menjadi prioritas dan tidak akan mengganggu pelaksanaan kegiatan tim
dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuan Bapak/Ibu
diucapkan terima kasih.

1 6.0.0.6.6.6.0.0.0.¢

Pangkat Xxomxxxxxx
NIP XsooooooxaxxX
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KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS

Nomor:
Dasar KIOCOOOOOK XXX

MENUGASKAN:
Kepada

(Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang dan Jabatan Terlampir)

Untuk :

1.

2.

Melaksanakan tugas atasan dalam hal ini pemberi Perintah Tugas
untuk melakukan tugas sebagai tim Xxooooooox.

Surat Tugas ini berlaku pada tanggal xx Xsoooooomx xoxxx hingga xx
Xxooxxxx xxxx, dan hasil pelaksanaannya dilaporkan pada
kesempatan pertama.

Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan Surat tugas ini,
dibebankan pada Xsoooooxxx.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makale
Pada tanggal xx Xxxx xxxx

KXXXKKXXXXX,

Pangkat Xxooooooxxx
NIP XxXxxxxXxXxxxXxX
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Lampiran

Surat Tugas Kepala Xxxxoooooooox
Nomor

Tanggal

DAFTAR PENUGASAN TIM XJOODXOXXXXXXX

| NO | JABATAN

NAMA ] ' TUGAS
DALAMTIM| |
1.  PENGAWAS | Xsooooooxxx fa., Xaooooooomsx
iXmacxxx b. XXOooomxx
ENIPXxm €. XXOOOOKKEXX
iKepalaXchQacmoccc d. XOXKXRKKKX
! e, Xooooooomxx
2. | KETUA | Xxooooooox a. XXOOOOOOKKKX
| $To 0.0 00 0.0.0.0.4 b, XXOOOIRKRXX
| NIP X3aa0aoaasx |c. h6 0000000004
Kepala Xooo00ooaixx d. Xxoooooomxxx
‘ e. XIOOOKKXXXXXK
3. |[ANGGOTA |a. Xxooooooook 0 |a. Xaoooooooood
' o X O0OXXXXXX b, Xxoooomxxx
i NIP X3xoooooomesx e, XXKKXKXKKKX
| Kepala Xxooooooox d. Xaoooooooos
! e, XOOMKXROMKX
i P 6.0.0.09000004 ‘
| | NIP X300omsxxxx 5
| Kepala Xxoooooooox
; |
' .6.00.9.0.0.0.00 0.4 -
i NIP Xaoxooooooosx
| Kepala Xxxooooooxx
I I I S
MXAXXXX XXX,
XXXXXXXXX
Pangkat Xxoooomxxx

NIP Xsooooooooaxx
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JADWAL SUB KEGIATAN XXX
BERDASARKAN PETA PROSES BISNIS
TAHUN xxxx

NO

JADWAL PELAKSANAAN

MEI JUN JULL AGS
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G. Pengajuan Sukarela Lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja

Nomor
Sifat

Hal

Lampiran :

KOP NASKAH DINAS

DD mmmm YYYY

Kepada
Yth. Xxoooosxxx
- Di
- Makale
Pengajuan Menjadi Anggota Tim
XXXXXXX.

Sehubungan dengan pelaksanaan xXXEXXXXXXX yang
bersesuaian dengan tugas xxxxxxxxxxx, dengan ini kami
mengajukan pegawai atas nama:

Nama D 6.9.0:0.9.0.0.9.0.9.4
Pangkat @ Xoooooxxxx
NIP D $.9.9:079.9.4.9.0.¢.4

Jabatan : Xoooooxxxx

Untuk ditugaskan menjadi anggota tim pelaksana kegiatan
tersebut di atas selama tahun anggaran xxxx..

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

KXXXXXXXXX,

Pangkat Xxxxoooxxx
NIP X3ooxxxxxxxx
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KOP NASKAH DINAS

DD mmmm YYYY

Kepada
Yth. Xsooooomxx
- Di
- Makale
Pengajuan Menjadi Anggota Tim
XXXXXXX.

Sehubungan dengan pelaksanaan xxxx yang bersesuaian
dengan tugas xxxx, dengan ini kami mengajukan 2 (dua) pegawai
(daftar terlampir) untuk ditugaskan menjadi anggota tim
pelaksana kegiatan tersebut di atas pada tahun anggaran xxxx.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

Pangkat Xxxxxooooox
NIP XXXXXXXXXXXX
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Lampiran surat Kepala Xxxxxxx Kabupaten Tana Toraja
Nomor

Tanggal

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN
UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM PELAKSANA
SUB KEGIATAN XXXXXXXX

TAHUN ANGGARAN XXXX
| NO | NAMA | JABATAN EEHUGREAN DALSM
| | | . TIM
1. | Xxoooooox | X3o00000aK | Anggota Tim
? | XXRXERXXXK g '
NIP Xooxooooooxex
| ! — . 1 . 1
2. X XXXEXKXHKX | Xaooooooox Anggota Tim
NIP Xxxxxxxxxx% '
XXXXXXXXXX,
IXXXXXXXX
Pangkat Xsooooooox

NIP Xooooossoooox



Nomor
Sifat

Hal

Lampiran :
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KOP NASKAH DINAS

DD mmmm YYYY

Kepada
Yth., Xxxsxoxxxxxx
- Di
- Makale
Pengajuan Anggota Tim
Pelaksana Kegiatan.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: xXxxX, Tanggal
DD mmmm YYYY, Hal Pengajuan Menjadi Anggota Tim Xxxxx,
dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa pegawai atas
nama;

Nama D 65.9.9.9.9.9.9.9.9.4
Pangkat @ XsooO000omoxx
NIP D 6.4.9.9.9.9.9.0.9.9.4
Jabatan @ XXoOOODODKXX

belum dapat menjadi anggota tim pelaksana sub kegiatan
tersebut di atas setelah memperhatikan jumlah anggota tim
pelaksana kegiatan dimaksud yang telah mencapai jumlah
maksimal.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/ibu
diucapkan terima kasih.

KX XXKXXXXXX,

Pangkat X3oooooax®X
NIP XXX XXX xx
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KOP NASKAH DINAS

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM XXXXXXXXX
TAHUN ANGGARAN xxxx

BUPATI TANA TORAJA

Menimbang : a. XxXxooooooo;
b. XsooooooomxX;
€. XXXXXEXXXXXX,

Mengingngat : 1. X3ooooooomxx;
2, X 3OO0UXNXXXX,
KD 6e5.0.0.0.9.9.9.0.0.8

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN :

PERTAMA Membentuk Tim Xsooooooooxkx Tahun Anggaran xxxx, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
adalah sebagai berikut:
Pengarah D 6's s 's's /s 0.0 0.0 %
Penanggung Jawab a. XXX XXXXXX;
b. Xaosooooxxx;
Ketua a. XooOoooeKK;
b. Xsoooooooox ;
€. XXXXXXXXXXX
d. Xxoommxxxxx;
€. XXOOXXXXXXX;
Anggota a. XxXxooooomxX;
b. Xxooooooooo;
C. X00Do0oooX
d. Xaoooosoxx;
e. XIOOODIKXXX;
KETIGA HIOOOOOXXX,

KEEMPAT D$.0.00.0.0.0.0.0.0.8
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KEEMPAT XXEXXXXXXXX,

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal xx Xxoxx xomxx

a.n BUPATI TANA TORAJA,
SEKRETARIS DAERAH,

) 6.0.0.0.40.0.9.9.(
Pangkat Xxoooooomxxx
NIP Xxoooomsxxxx

Tembusan :

1.

2.
3.
4

Bupati Tana Toraja (sebagai laporan) di Makale;
Wakil Bupati Tana Toraja (sebagai laporan) di Makale;
Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.



7T -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR XXXX

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM XXXXXXXXX

SUSUNAN TIM XXXXXXXXXXXX TAHUN ANGGARAN xxxx

. Pengarah - T 6 0:9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0.1
I J6:9.9.9.9.9.0.9.9.9.9.0.9
. Penanggung Jawab : a. Xsooooooaxxx

. Ketua .6 v 550909099 %

. Anggota D1 XXX XXX
2, XX XXX XXX
3. XAXXXXKXXXXXRXXX
4, XXXXIOOTOXXXXXX
SWD.6.0.0.9.9.9.9.9.9.4.9.0.9.4
6. XXXXXXXXXEXXXX

a.n BUPATI TANA TORAJA,
SEKRETARIS DAERAH,

Pangkat Xxxxxoxoooxsx
NIP XxxXxxxxxxxxx
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JADWAL SUB KEGIATAN XXXXXXXXXXXXXXXX
BERDASARKAN PETA PROSES BISNIS

TAHUN xxxx
JADWAL PELAKSANAAN
| NO | AKTIVITAS — ] ] .- '
! | JAN | FEB | MAR | APR | MEI J'UN=JULLIAGS BEPIOKT NOViDESE
1 | XXOOXXKXXX ‘
2 XXXXXAAKKKX ; |
- . ! '
'3 P 6Co vi0 0000004 | :.
| | i
4 | XXXXXXXXXXX | -
| |




Nomor
Sifat

Hal

Lampiran :

-79 -

KOP NASKAH DINAS
DD mmmm YYYY

Kepada
Yth. Xsooooxxxx
. Di
- Makale
Penyampaian Rekomendasi
Penilaian Anggota Tim.

Sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan tugas Tim
Xxxxxooox Tahun xxxx sejak xx Xxxx xxxx sampai dengan xx Xxxx
xxxx, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa
pegawai atas nama:

Nama D 6.0.0.9.9.9.9.0.0.9.¢
Pangkat : Xoooooxxxx
NIP s Xxooooooooek

Jabatan : Xxoooooooooo

direkomendasikan penilaian di bawah ekspektasi/sesuai
ekspektasi/di atas ekspektasi* selama menjadi anggota tim.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/ibu
diucapkan terima kasih.

XEXXXXXXXXX,

Pangkat Xxooooosxoxxx
NIP Xaoooooooxsxx

*pilih salah satu



Nomor
Sifat

Lampiran :

Hal
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KOP NASKAH DINAS
DD mmmm YYYY

Kepada
Yth. Xxoooomxx
- Di
- Makale
Penyampaian Rekomendasi
Penilaian Anggota Tim.

Sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan tugas Tim
Xxoooooxx Tahun xxxx sejak xx Xxxx xxxx sampai dengan xx Xxxx
xxxx, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara rekomendasi
penilaian kinerja pegawai selama menjadi anggota tim
sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/ibu
diucapkan terima kasih.

XXXXXXXXXX,

Pangkat Xxxooxaxxxx
NIP Xxxoxxxxxxx
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Lampiran surat Kepala Xxxxxxx
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR REKOMENDASI PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DITUGASKAN UNTUK MENJADI ANGGOTA TIM PELAKSANA XXXXX
PADA BADAN XXXXX TAHUN ANGGARAN xxxx

NO | NAMA | JABATAN | FENUQABAN DALAM |
e . S (. . T |
1. | Xxooooxox Analis Kebijakan Anggota Tim :
i Pembina Ahli Muda -

NIP Xooossxxxx
12, | XXXXRRXRXX Analis Kebijakan | Anggota Tim
1 Penata Tingkat I Ahli Muda !
NIP Xsooooxxxx | |
BT KRN L i — [
1.4 9.0.9.0.4.0.0.0.8
IOXXXXNRX
Pangkat Xxsoooooox
NIP Xxooooooooxx

*pilih salah satu




